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ABSTRACT; This article critically analyzes Indonesia's decision reject the 

outcomes of the 28th Conference of the Parties (COP 28), particularly the call for 

a rapid phase-out of fossil fuels. Climate change has become a pressing global 

challenge since the 1900s, posing significant threats to various aspects of life. 

Indonesia has actively in international climate negotiations, showcasing its 

commitment to mitigating global warming. However, at COP 28, Indonesia’s 

opposed the agreement aimed at accelerating the cessation of fossil fuel usage to 

prioritizing national interests, especially economic growth and infrastructure 

development, which are heavily reliant on fossil energy. Employing qualitative 

research methods, this study delves into the underlying reasons for Indonesia's 

stance through the lenses of Compliance Theory and Endogenous Growth Theory. 

Indonesia's rejection driven by concerns over the potential adverse effects on its 

economy and social stability, as a sudden shift to renewable energy could disrupt 

industrial growth and jeopardize the livelihoods of those dependent on fossil fuels. 

This article contends that while Indonesia recognizes the necessity an energy 

transition, it should gradual approach that aligns with its developmental objectives 

and international support in terms of financing and technology transfer to 

facilitate a sustainable energy transition without compromising economic stability.  

Keywords: Indonesia’s Rejection, Result of the Conference of the Parties, 

Compliance Theory. 

 

ABSTRAK; Artikel ini menganalisis secara kritis keputusan Indonesia menolak 

hasil Konferensi Para Pihak ke-28 (COP 28), khususnya seruan untuk penghentian 

penggunaan bahan bakar fosil secara cepat. Perubahan iklim telah menjadi 

tantangan global yang mendesak sejak tahun 1900-an, yang menimbulkan 

ancaman signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan. Indonesia telah aktif 

dalam negosiasi iklim internasional, menunjukkan komitmennya untuk 

mengurangi pemanasan global. Namun, pada COP 28, Indonesia menentang 

perjanjian yang bertujuan untuk mempercepat penghentian penggunaan bahan 

bakar fosil dengan mengutamakan kepentingan nasional, terutama pertumbuhan 

ekonomi dan pembangunan infrastruktur, yang sangat bergantung pada energi 

fosil. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, penelitian ini 

menyelidiki alasan yang mendasari sikap Indonesia melalui lensa Teori Kepatuhan 

dan Teori Pertumbuhan Endogen. Penolakan Indonesia didorong oleh 

kekhawatiran atas potensi dampak buruk pada ekonomi dan stabilitas sosialnya, 

karena peralihan tiba-tiba ke energi terbarukan dapat mengganggu pertumbuhan 
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industri dan membahayakan mata pencaharian mereka yang bergantung pada 

bahan bakar fosil. Artikel ini berpendapat bahwa meskipun Indonesia mengakui 

perlunya transisi energi, Indonesia harus melakukan pendekatan bertahap yang 

sejalan dengan tujuan pembangunannya dan dukungan internasional dalam hal 

pembiayaan dan transfer teknologi untuk memfasilitasi transisi energi 

berkelanjutan tanpa mengorbankan stabilitas ekonomi. 

Kata Kunci: Penolakan Indonesia, Hasil Konferensi Para Pihak, Teori Kepatuhan. 

 

PENDAHULUAN 

Saat ini, ancaman terbesar dari berlangsungnya kehidupan manusia tidak hanya 

disebabkan oleh konflik, perang antar negara maupun etnis, melainkan juga perubahan iklim 

(Novitasari, dkk, 2021). Perubahan iklim (climate change) bisa diartikan sebagai kenaikan 

rata-rata suhu serta perubahan pola cuaca dengan jangka waktu yang panjang. Perubahan iklim 

telah menarik perhatian global sejak tahun 1900-an (Wolff dalam Handrix, 2014) karena 

seiring berjalannya waktu perubahan iklim akan mempengaruhi berbagai aspek kehidupan 

manusia yang biasanya ditandai dengan berubahnya kondisi atmosfer bumi sehingga 

menyebabkan cuaca ekstrem yang tidak bisa dipredikisi. Pengaruh tersebut dirasakan dengan 

bukti pada tahun 2020, sebanyak 30,7 juta orang mengungsi akibat bencana alam yang 

menurut pengakuan komunitas ilmiah bencana ini terjadi secara intens sebagai akibat dari 

perubahan iklim (Ernanda, etc, 2023). 

Organisasi internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memutuskan untuk 

menanggapi dengan serius masalah perubahan iklim ini. PBB membentuk United Nations 

Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) sebagai wadah untuk mewujudkan 

sebuah perdamaian dengan cara kerja sama melalui organisasi internasional untuk 

menyelesaikan permasalahan perubahan iklim. UNFCCC mempunyai peran penting untuk 

mengkoordinasi aksi global dengan berbagai mekanisme. Salah satu mekanismenya adalah 

dengan melakukan konferensi tahunan rutin yakni Conference of the Parties (COP) 

Hingga saat ini, COP telah dilakukan sebanyak 28 kali dengan pertemuan terakhir atau 

COP-28 dilakukan di Dubai, Uni Emirat Arab pada 30 November – 12 Desember 2023. 

Konferensi yang telah dilaksanakan menghasilkan perjanjian-perjanjian yang tentu telah 

disepakati oleh negara- negara anggotanya. COP 28 membahas beberapa poin penting seperti 

pembahasan lanjutan tentang Loss and Damage serta topik utama yakni kesepakatan untuk 

mempercepat penghapusan bahan bakar fosil secara global. Dengan adanya pembahasan 
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tentang penghentian secara cepat penggunaan bahan bakar fosil, konferensi tersebut menuai 

perdebatan antara negara-negara yang pro dan kontra. Kelompok yang kontra berpendapat 

bahwa energi fosil hingga saat ini merupakan tonggak perekonomian negara tersebut. Selain 

itu mereka juga berpendapat bahwa perlu waktu yang lama untuk membentuk infrastruktur-

infrastruktur penunjang sebelum beralih pada energi terbarukan. Salah satu kelompok kontra 

tersebut adalah Indones (Gupta, 2023). 

Penolakan Indonesia terhadap hasil COP 28 ini menarik untuk dibahas, selain karena 

keputusan ini adalah penolakan pertama Indonesia terhadap hasil COP, juga karena lebih dari 

100 negara lainnya menyetujui keputusan ini. Artikel ini akan membahas alasan Indonesia 

untuk pertama kalinya melakukan penolakan terhadap hasil COP 28 pada poin penghentian 

cepat penggunaan bahan bakar fosil. 

METODE PENELITIAN 

Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif sebagai pendekatan utama. Pemilihan 

metode ini didasarkan pada kebutuhan untuk mengumpulkan dan menganalisis data secara 

detail dan konkret karena ini merupakan hal yang sangat penting untuk mendukung argumen 

serta temuan yang dihasilkan. Penelitian kualitatif memungkinkan penulis untuk mendapatkan 

informasi secara mendalam mengenai fenomena yang diteliti dan memberikan konteks yang 

lebih luas terhadap isu yang dihadapi agar hasil dari data yang di dapatkan valid dan bisa 

dipertanggungjawabkan secara ilmiah. 

Lebih spesifik, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang 

memungkinkan penulis untuk menjelaskan dan memahami alasan mengapa Indonesia menolak 

hasil Konferensi Para Pihak (COP) ke-28 pada poin tentang penghentian penggunaan bahan 

bakar fosil. Penulis menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan Indonesia, 

termasuk aspek politik, ekonomi, dan sosial yang mungkin berperan dalam penolakan tersebut. 

Pendekatan ini juga digunakan untuk mengidentifikasi pola-pola dalam data yang 

dikumpulkan, sehingga dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai alasan di 

balik mengapa Indonesia menolak hasil COP 28. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Respon Dunia Internasional Terhadap Hasil COP 28 

Respon dunia terhadap COP 28 sangat beragam, hal itu mencerminkan kepentingan 

politik, ekonomi, dan sosial dari berbagai negara. COP 28 yang diadakan pada tahun 2023 di 
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Dubai, Uni Emirat Arab, menghadirkan pertemuan penting dalam upaya global menangani 

perubahan iklim. Negara-negara di seluruh dunia menghadapi tekanan untuk memperbarui 

komitmen mereka dalam mengurangi emisi gas rumah kaca dan beradaptasi terhadap dampak 

perubahan iklim. Kesepakatan yang dihasilkan dari COP 28 menjadi dasar penting untuk 

mencapai tujuan Perjanjian Paris, yang bertujuan menahan kenaikan suhu global di bawah 2°C 

dan berupaya menjaga kenaikan suhu di bawah 1,5°C. Namun, meskipun ada harapan besar, 

respon terhadap hasil COP 28 sangat beragam dari negara maju maupun negara berkembang. 

Beberapa negara maju, termasuk Amerika Serikat, Uni Eropa, Kanada, dan Jepang, 

mendukung penuh hasil COP 28. Mereka menganggap konferensi ini sebagai kesempatan 

penting untuk memperkuat komitmen dalam memerangi perubahan iklim. Negara-negara ini 

mendukung agenda COP 28, yang berfokus pada percepatan transisi energi dari bahan bakar 

fosil ke energi terbarukan, peningkatan pendanaan iklim untuk negara-negara berkembang, 

dan implementasi mekanisme loss and damage. Misalnya, Uni Eropa telah lama menjadi 

pemimpin dalam aksi iklim global, dan dukungan mereka terhadap hasil COP 28 didasarkan 

pada komitmen mereka untuk mengurangi emisi karbon secara signifikan sesuai dengan 

European Green Deal, yang bertujuan untuk menjadikan Eropa sebagai benua netral karbon 

pertama pada tahun 2050 (European Commission, 2023). 

Dengan adanya dukungan penghentian penggunaan bahan bakar fosil, banyak negara 

juga masih mengalami keberatan pada kesepakatan tersebut. Negara-negara seperti India, 

Brasil, Rusia, dan Indonesia menolak kesepakatan tersebut dengan alasan bahwa penghentian 

penggunaan bahan bakar fosil yang terlalu cepat akan berdampak negatif terhadap 

pertumbuhan ekonomi mereka dan mengganggu stabilitas industri domestik. Negara-negara 

ini berpendapat bahwa, negara-negara maju yang selama berabad-abad telah mengambil 

keuntungan dari penggunaan bahan bakar fosil, seharusnya bertanggung jawab yang lebih 

besar dalam mengurangi emisi dan memberikan bantuan finansial serta dukungan teknologi 

kepada negara-negara berkembang untuk mendukung transisi energi yang adil (Molasy, H. D. 

2024). Setiap negara yang setuju maupun tidak dengan kesepakatan tersebut tentu memiliki 

pertimbangan yang didasarkan pada kepentingan ekonomi dan politik negaranya. 

Salah satu negara yang mendukung adalah Amerika Serikat, di bawah pemerintahan yang 

lebih proaktif dalam menangani isu iklim, juga mendukung hasil COP 28 karena kesepakatan 

tersebut sejalan dengan agenda domestik untuk mempercepat transisi ke energi terbarukan dan 

meningkatkan investasi dalam teknologi hijau. Amerika Serikat melihat COP 28 sebagai 
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peluang untuk memperkuat diplomasi iklim dan memperluas kolaborasi internasional dalam 

mengatasi krisis iklim. Presiden Amerika Serikat menekankan pentingnya tindakan kolektif 

dalam memerangi perubahan iklim dan menekankan komitmen negaranya untuk terus 

mendukung negara-negara berkembang dalam menghadapi dampak perubahan iklim, terutama 

melalui peningkatan pendanaan dan transfer teknologi (The White House, 2023). 

Adapun negara yang menolak hasil keputusan tersebut adalah India, ia menolak hasil 

keputusan COP 28 yang mendorong penghentian penggunaan batu bara. India bergantung pada 

batu bara fosil ini untuk memenuhi kebutuhan energinya, karena negara itu adalah salah satu 

produsen dan konsumen batu bara terbesar di dunia. Lebih dari 70% listrik di India dihasilkan 

dari pembangkit listrik tenaga batu bara, dan negara ini menghadapi tantangan besar dalam 

mengurangi ketergantungannya pada batu bara tanpa mengorbankan pertumbuhan ekonomi 

yang stabil. Pemerintah India berpendapat bahwa negara-negara maju harus memberikan lebih 

banyak dukungan dalam bentuk pendanaan iklim dan teknologi untuk memungkinkan India 

mempercepat transisi ke energi terbarukan. India juga menggarisbawahi prinsip tanggung 

jawab bersama tetapi berbeda (CBDR), yang menyatakan bahwa negara-negara maju harus 

memimpin dalam pengurangan emisi karena mereka bertanggung jawab atas sebagian besar 

emisi karbon historis (Gupta, 2023). 

Adanya penolakan-penolakan tersebut tak jauh dari faktor masih bergantungnya sebuah 

negara dengan hasil dari energi fosil. Sama halnya dengan Indonesia, sebagai negara 

berkembang yang masih harus fokus pada pertumbuhan ekonomi, Indonesia hingga saat ini 

masih sangat bergantung pada hasil energi fosil guna memenuhi kebutuhan domestiknya. Oleh 

karena itu, dalam melakukan penolakan, Indonesia sangat memperhitungkan kepentingan 

nasionalnya. 

Respon dari berbagai negara terhadap COP 28 mencerminkan dinamika kompleks dalam 

diplomasi iklim internasional. Satu sisi, kesepakatan itu dilihat oleh negara-negara maju 

sebagai langkah penting untuk mempercepat aksi global dalam memerangi perubahan iklim. 

Dukungan dari negara-negara maju didorong oleh kesadaran bahwa tindakan yang lebih 

ambisius diperlukan untuk mencapai target Perjanjian Paris dan mencegah dampak 

mengerikan dari perubahan iklim yang tidak terkendali. Di sisi lain, negara-negara 

berkembang memiliki kekhawatiran terkait dampak ekonomi dari transisi energi yang terlalu 

cepat. Mereka berpendapat bahwa negara-negara maju harus lebih bertanggung jawab dalam 
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memberikan dukungan finansial dan teknologi yang diperlukan untuk memastikan bahwa 

transisi energi dapat dilakukan secara adil tanpa mengganggu pertumbuhan ekonomi mereka. 

Pada akhirnya, COP 28 menunjukkan bahwa meskipun ada kemajuan dalam upaya global 

untuk menangani perubahan iklim, tantangan utama tetap pada perbedaan kepentingan antara 

negara-negara maju dan berkembang. Negara-negara maju berkomitmen untuk mempercepat 

transisi ke energi terbarukan dan meningkatkan pendanaan iklim. Sementara itu, negara-

negara berkembang terus menuntut keadilan iklim dan dukungan yang lebih besar untuk 

memastikan bahwa mereka dapat beradaptasi dengan perubahan iklim tanpa merusak 

pertumbuhan ekonomi mereka. 

Penolakan Indonesia Terhadap Hasil COP 28 

Penolakan Indonesia terhadap hasil COP 28 dilatarbelakangi karena hasil keputusan COP 

28 tidak sesuai dengan kepentingan nasionalnya. Jika meratifikasi perjanjian ini, Indonesia 

harus meninggalkan dan mengubah bahan bakar fosil menjadi energi terbarukan. Tentu saja 

hal itu sangat menjadi perhitungan melihat Indonesia sebagai negara berkembang belum 

memiliki dana yang cukup serta teknologi yang memadai. Tentu, tanpa adanya dukungan dari 

negara maju  akan sangat sulit bagi Indonesia untuk beralih ke energi terbarukan. Saat ini fokus 

nasional Indonesia adalah meningkatkan perekonomian, membuka lapangan pekerjaan serta 

pembangunan infrastruktur negara dimana hal tersebut masih bergantung pada hasil bahan 

bakar fosil. 

Indonesia merupakan salah satu negara penghasil batu bara terbesar, didasarkan pada 

grafik penghasil batu bara terbesar terbesar di dunia menurut databooks.katadata: 

 

Gambar 1.1 Negara Penghasil Batu Bara Terbesar di Dunia (2023) 

Sumber: Databooks.katadata. 2023 
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Dari grafik di atas Indonesia merupakan penghasil batu bara terbesar ke-3 di dunia 

dengan volume produksi sebanyak 725 juta ton atau 8,3% dari total produksi global 

(Databooks.katadata. 2023). Hal ini tentu saja menjadi salah satu faktor mengapa Indonesia 

sangat berat meninggalkan bahan bakar fosil karena sebagai negara berkembang, fokus 

nasionalnya sekarang merupakan mendorong pertumbuhan ekonomi, pembangunan serta 

membuka lapangan pekerjaan yang didukung oleh pengolahan dan hasil dari batu bara 

tersebut. 

Data di atas menunjukkan bahwa  penolakan yang dilakukan Indonesia sangat rasional. 

Penolakan yang dilakukan oleh Indonesia merupakan kemauannya sendiri dimana dalam 

Compliance Theory dikategorikan sebagai non-compliance as a preference. Indonesia 

melakukan penolakan karena keputusan yang dihasilkan tidak sesuai dengan kepentingan 

nasionalnya. Tidak penolakan lebih menguntungkan bagi Indonesia dibandingkan dengan 

patuh terhadap hasil COP 28. Sebagai negara berkembang, fokus Indonesia sekarang ini adalah 

pertumbuhan ekonomi negara. Hal ini sejalan dengan Endogenous Growth Theory dimana 

energi fosil yang melimpah dapat mendorong pertumbuhan ekonomi negara. Indonesia sampai 

saat ini secara ekonomi masih sangat bergantung pada hasil energi fosil. 

1. Analisis Penolakan Indonesia terhadap hasil COP 28 menggunakan Compliance Theory 

Teori compliance oleh Robert B. Mitchell memberikan kerangka yang jelas untuk 

memahami keputusan Indonesia dalam menolak bagian dari hasil COP 28 mengenai 

penghentian bahan bakar fosil. Dalam teori ini, Mitchell mengidentifikasi beberapa alasan 

mengapa negara-negara mungkin memilih untuk menolak kesepakatan internasional, termasuk 

kepentingan nasional yang bertentangan dengan kepatuhan tersebut. Salah satu elemen penting 

dalam teori ini adalah kategori non-compliance as preference, yang menjelaskan bahwa 

negara-negara dapat memilih untuk tidak mematuhi kesepakatan internasional jika kepatuhan 

dianggap merugikan ekonomi atau kepentingan nasional mereka. 

Keputusan Indonesia untuk tidak mematuhi bagian dari hasil COP 28 merupakan contoh 

konkret dari penerapan kategori non-compliance as preference. Indonesia menilai bahwa 

kepatuhan terhadap penghentian bahan bakar fosil akan berdampak negatif terhadap 

pertumbuhan ekonomi, industri, dan kesejahteraan sosial. Oleh karena itu, Indonesia memilih 

untuk mengambil pendekatan yang lebih hati-hati dalam menangani transisi energi, sambil 

tetap berkomitmen untuk mengurangi emisi karbon melalui langkah-langkah lain yang 

dianggap lebih realistis dan sesuai dengan kondisi nasionalnya. 
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Teori compliance juga menyoroti pentingnya dukungan internasional dalam menjadi 

negara-negara berkembang seperti Indonesia dapat mematuhi kesepakatan internasional. 

Dalam hal ini, negara-negara maju bertanggung jawab dalam menyediakan dukungan finansial 

dan teknologi yang dibutuhkan oleh negara-negara berkembang untuk bertransisi ke energi 

terbarukan tanpa mengorbankan pertumbuhan ekonomi mereka. Tanpa dukungan yang 

memadai, negara-negara berkembang mungkin akan terus memilih untuk tidak mematuhi 

beberapa kesepakatan internasional yang dianggap merugikan kepentingan nasional mereka. 

Keputusan Indonesia untuk tidak mematuhi hasil COP 28 yang meminta penghentian 

penggunaan bahan bakar fosil dapat dianalisis melalui kerangka teori compliance oleh Robert 

B. Mitchell. Menurut kategori non-compliance as preference, Indonesia memilih untuk tidak 

mematuhi bagian dari kesepakatan ini karena kepatuhan dianggap bertentangan dengan 

kepentingan nasionalnya, terutama dalam hal pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan 

industri. Bahan bakar fosil adalah sumber utama energi dan pendapatan Indonesia, sehingga 

penghentian mendadak penggunaan bahan bakar fosil akan memiliki dampak negatif yang 

signifikan terhadap stabilitas ekonomi dan sosial Indonesia. 

Namun, meskipun menolak bagian dari hasil COP 28, Indonesia tetap berkomitmen 

untuk berpartisipasi dalam upaya global mengatasi perubahan iklim. Untuk memastikan 

transisi energi yang adil dan berkelanjutan, negara ini membutuhkan dukungan dari negara-

negara maju. Pada akhirnya, keputusan yang dibuat Indonesia menunjukkan tantangan yang 

dihadapi negara-negara berkembang dalam menghadapi krisis iklim, sambil tetap 

mempertahankan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyatnya. 

2. Pertumbuhan Ekonomi dan Industri di Indonesia dalam pandangan Endogenous Growth 

Theory 

Pendekatan ekonomi yang dikenal sebagai teori endogenous growth atau teori 

pertumbuhan endogen, menekankan pentingnya faktor internal dalam mendorong 

pertumbuhan ekonomi suatu negara. Berbeda dengan teori pertumbuhan eksogen yang melihat 

teknologi dan inovasi sebagai faktor eksternal, teori ini menekankan bahwa investasi dalam 

modal manusia, inovasi teknologi, dan infrastruktur adalah pendorong utama pertumbuhan 

yang berkelanjutan. Dalam konteks Indonesia, komponen internal seperti ketersediaan energi 

sangat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Energi, terutama energi fosil, memainkan peran 
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penting dalam mendukung sektor-sektor utama seperti manufaktur, transportasi, dan energi itu 

sendiri, yang menjadi pilar ekonomi Indonesia. 

Saat ini ekonomi Indonesia bergantung pada sektor manufaktur, transportasi, dan energi, 

yang masing-masing bergantung pada konsumsi bahan bakar fosil. Energi fosil telah menjadi 

tumpuan bagi pertumbuhan sektor-sektor ini, dan perubahan mendadak dalam kebijakan 

energi dapat menimbulkan gangguan besar bagi ekonomi Indonesia. 

Sebagai negara berkembang, Indonesia sangat bergantung dengan sektor industri. 

Perindustrian ini akan meningkatkan perekonomian Indonesia pada jangka panjang dan 

berkelanjutan. Hal ini dikarenakan sektor industri adalah sektor yang sangat menarik bagi para 

investor, baik itu investor dalam negeri maupun luar negeri. Sehingga sektor ini masih 

digalakkan oleh Indonesia untuk menjadi salah satu usaha penunjang perekonomian Indonesia. 

Dalam sistem operasi sektor industri ini, Indonesia sangat bergantung pada bahan bakar fosil. 

Menurut data dari BPS (2022), menunjukkan bahwa sektor manufaktur menyumbang lebih 

dari 20% PDB Indonesia, dengan sektor manufaktur berat seperti baja, semen, dan kimia 

memerlukan energi dalam jumlah besar yang sebagian besar dipasok dari bahan bakar fosil. 

Batu bara dan gas alam digunakan sebagai bahan bakar utama dalam proses produksi, terutama 

dalam industri baja dan semen. Tanpa infrastruktur pendukung yang memadai untuk 

mendukung perpindahan ke energi terbarukan, dapat meningkatkan biaya produksi yang 

signifikan sehingga dapat menurunkan daya saing manufaktur Indonesia di pasar global. 

Dalam praktek produksinya, bahan bakar fosil masih menjadi bahan bakar utama dalam 

penggerak mesin. Bahan bakar yang digunakan adalah bahan bakar minyak dan gas untuk 

menggerakkan mesin-mesin di dalam sektor produksi di dalam industri. Lalu, dalam proses 

pemanasan beberapa mesin menggunakan bahan bakar batubara agar pemanasan yang 

dilakukan dalam produksi bisa maksimal. Selain itu batu bara juga digunakan dalam tenaga 

pembangkit listrik di dalam sektor industri manufaktur. Walaupun sudah ada yang 

menggunakan panel surya, ternyata pada faktanya biaya produksi yang digunakan apabila 

menggunakan batu bara lebih murah ketimbang menggunakan energi panel surya. Sebagai 

contoh, industri semen di Indonesia masih sangat bergantung pada batu bara sebagai sumber 

energi utama. Menurut Asosiasi Semen Indonesia (2021), batu bara menyumbang sekitar 70% 

energi yang digunakan dalam proses produksi semen di Indonesia. Mengganti batu bara 

dengan energi terbarukan akan membutuhkan investasi besar dalam teknologi baru dan 

pengembangan infrastruktur energi yang saat ini belum tersedia secara luas. 
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Selain industri, Indonesia dalam menjalankan roda perekonomiannya juga masih 

bergantung pada sektor transportasi. Saat ini, transportasi di Indonesia juga masih sangat 

bergantung pada energi fosil terutama bahan bakar minyak. Bahan bakar fosil digunakan untuk 

kendaraan pribadi, transportasi umum, serta kapal laut dan pesawat. Menurut data dari 

Kementerian Perhubungan (2022), menunjukkan bahwa sektor transportasi menyumbang 

lebih dari 25% dari total emisi gas rumah kaca di Indonesia, yang sebagian besar berasal dari 

pembakaran bahan bakar fosil seperti bensin dan solar. Hal ini dapat terjadi karena pada 

faktanya, masyarakat Indonesia masih bergantung pada kendaraan pribadi. Menurut 

validnews.id, disajikan data bahwa Indonesia mengalami peningkatan di dalam kendaraan 

pribadi selama 5 tahun terakhir, yaitu mencapai angka 8%.  Padahal pemerintah Indonesia 

sendiri telah meluncurkan berbagai inisiatif untuk menekan angka penggunaan kendaraan 

pribadi. Inisiatif yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia adalah dengan menggalakkan 

kendaraan-kendaraan umum untuk digunakan oleh rakyat Indonesia dan mendorong 

penggunaan kendaraan listrik. Hal ini masih belum bisa menjadi jawaban atas persoalan di 

Indonesia karena terbatasnya infrastruktur pendukung seperti stasiun pengisian daya listrik dan 

perilaku konsumtif yang dilakukan oleh rakyat Indonesia. 

Contohnya, di kota-kota besar seperti Jakarta dan Surabaya. Kota-kota tersebut masih 

belum bisa menerapkan kebijakan untuk menekan penggunaan bahan bakar minyak. 

Pasalnya  penggunaan bahan bakar minyak untuk kendaraan pribadi masih mendominasi. 

Padahal pemerintah sudah mengupayakan untuk mengurangi ketergantungan dalam bahan 

bakar fosil dengan menggalakkan gerakan berpindah ke transportasi umum. Hal ini 

diupayakan dengan memperbaharui beberapa fasilitas umum salah satunya di transportasi 

umum. Namun, rakyat Indonesia masih menggunakan kendaraan pribadi, sehingga hal ini 

menambah konsumsi bahan bakar minyak. Pasalnya selain adanya bahan bakar minyak yang 

digunakan oleh kendaraan pribadi, transportasi umum yang digalakkan oleh beberapa 

pemerintah Indonesia juga masih menggunakan bahan bakar minyak. Oleh karena itu, 

pemerintah daerah yang ada di Indonesia menggalakkan peralihan energi ke energi yang 

terbarukan. Namun, ada hal yang menjadi masalah dalam peralihan energi di beberapa daerah 

Indonesia. Masalah tersebut adalah keterbatasan infrastruktur untuk kendaraan listrik dan 

biaya tinggi untuk beralih ke teknologi yang lebih ramah lingkungan telah menjadi tantangan 

utama bagi pemerintah dalam menurunkan ketergantungan sektor transportasi pada bahan 

bakar fosil. 
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Indonesia juga sangat mengandalkan pada sektor energi. Sebagai negara yang memiliki 

sumber daya alam (SDA) yang melimpah, Indonesia sangat memanfaatkan sumber daya alam 

tersebut. Sumber daya alam yang menyebar di seluruh Indonesia ini dimanfaatkan melalui 

sektor pertambangan. Hasil-hasil tambang yang dimanfaatkan Indonesia ini dikonsumsi oleh 

Indonesia dan juga diekspor ke beberapa negara di dunia. Pemanfaatannya pun bermacam-

macam, salah satunya adalah sebagai sektor energi yang ada di Indonesia. Sektor energi di 

Indonesia sangat bergantung pada bahan bakar fosil, lebih dari 85% pasokan energi primer 

Indonesia berasal dari bahan bakar fosil. Menurut Kementerian Energi dan Sumber Daya 

Mineral (2022), batu bara tetap menjadi sumber energi utama untuk pembangkit listrik di 

Indonesia, dengan lebih dari 60% dari produksi listrik Indonesia. Bahkan menurut cnbc 

Indonesia, Indonesia mengalahkan China dalam konsumsi bahan bakar fosil sebagai energi 

pembangkit listrik setelah mengalami kenaikan, yang pada tahun 2022 sebesar 61,56% 

menjadi 61,8% di tahun 2023. 

Selain itu, gas alam dan minyak bumi juga merupakan komponen penting dalam sistem 

energi nasional. Hal ini dikarenakan gas alam dan minyak bumi lebih mudah menghantarkan 

panas dan waktu yang digunakan pun cenderung cepat untuk menggerakkan turbin yang 

menghasilkan energi listrik. Penggunaan gas alam dan minyak ini sebenarnya sudah berusaha 

ditekan oleh pemerintah melalui upaya yang dilakukan untuk meningkatkan penggunaan 

energi terbarukan seperti tenaga surya dan angin. Namun, upaya transisi ini masih cenderung 

lambat dalam pengaplikasiannya. Tidak adanya infrastruktur untuk energi terbarukan dan 

biaya investasi awal yang cenderung tinggi mendorong banyak perusahaan energi lebih 

memilih untuk tetap menggunakan bahan bakar fosil. 

Dengan mempertimbangkan ketergantungan Indonesia saat ini pada energi fosil, sangat 

susah untuk melakukan transisi ke energi terbarukan. Meskipun transisi ke energi terbarukan 

merupakan langkah penting dalam mengurangi emisi gas rumah kaca dan mengatasi 

perubahan iklim, perubahan secara drastis dari bahan bakar fosil ke energi terbarukan dapat 

memberikan dampak negatif yang signifikan terhadap stabilitas ekonomi Indonesia. Dalam 

kerangka teori pertumbuhan endogen, perubahan drastis dalam sumber energi dapat 

mempengaruhi produktivitas dan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. 

Dalam kerangka endogenous growth theory, ketersediaan energi terutama bahan bakar 

fosil berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Industri manufaktur, 

transportasi, dan energi sangat bergantung pada bahan bakar fosil sebagai sumber energi 
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utama, yang menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi. Perubahan mendadak dari 

bahan bakar fosil ke energi terbarukan dapat mengganggu stabilitas ekonomi, menurunkan 

produktivitas industri, dan memperlambat pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, untuk 

memastikan pertumbuhan ekonomi tetap berkelanjutan, transisi energi harus dilakukan secara 

bertahap dan disertai dengan investasi yang memadai. 

KESIMPULAN   

Dengan menggunakan Compliance Theory dan Endogenous Growth Theory bisa 

disimpulkan bahwa penolakan Indonesia terhadap hasil COP-28 merupakan keinginannya 

sendiri. Alasan penolakan Indonesia terhadap hasil COP-28 pada poin penghentian cepat 

penggunaan bahan bakar fosil adalah keputusan ini dirasa akan merugikan kepentingan 

nasional Indonesia. Implementasi dari hasil COP-28 akan menyebabkan gangguan pada sektor 

industri, penurunan PDB dan stabilitas ekonomi, serta perlunya investasi yang besar untuk 

transisi energi.  Pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini sebagian besar masih bergantung 

pada hasil energi fosil. Salah satu energi fosil tersebut adalah minyak bumi dan batu bara. 

Sebagai salah satu produsen batu bara terbesar di dunia, Indonesia sangat bergantung 

pada bahan bakar fosil untuk memenuhi kebutuhan energi domestiknya sendiri serta ekspor. 

Batu bara, minyak, dan gas alam yang mendorong sektor industri, transportasi, dan 

manufaktur, yang menjadi pilar utama pertumbuhan ekonomi negara. Sementara itu, jika 

penghentian penggunaan batu bara dilakukan secara mendadak akan berdampak negatif 

terhadap stabilitas ekonomi dan sosial, serta mengancam mata pencaharian jutaan pekerja yang 

bergantung pada sektor energi fosil.  

Teori endogenous growth menjelaskan bahwa ketersediaan energi, inovasi, dan investasi 

dalam infrastruktur berpengaruh dalam mempertahankan pertumbuhan ekonomi. Energi fosil 

yang menjadi komponen penting pada sektor ekonomi di Indonesia, telah mendukung 

industrialisasi dan peningkatan produktivitas. Tanpa adanya persiapan dan kesiapan yang 

matang, transisi secara mendadak ke energi terbarukan dapat mengganggu kestabilan ekonomi. 

Oleh karena itu, keputusan untuk menolak hasil COP 28 tentang penghentian bahan 

bakar fosil secara cepat adalah upaya Indonesia untuk melindungi pertumbuhan ekonomi dan 

keberlanjutan industri yang sangat bergantung pada energi fosil. Indonesia juga berupaya untuk 

melakukan transisi energi secara bertahap dan berkelanjutan tanpa mengorbankan kepentingan 

nasionalnya, meskipun Indonesia berkomitmen untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan 
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nantinya beralih ke energi terbarukan, transisi ini membutuhkan lebih banyak waktu serta 

dukungan internasional berupa dana dan bantuan teknologi yang memadai. Tanpa dukungan 

dalam bentuk pendanaan dan transfer teknologi dari negara-negara maju, transisi yang terlalu 

cepat dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi Indonesia dan menciptakan ketidakstabilan 

sosial. 
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